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Abstrak
Pemerintah berkomitmen untuk memajukan ekonomi Islam, terutama
sektor keuangan syariah yang menduduki pangsa sebesar 10,69% dalam
keuangan nasional Indonesia. Namun, tantangan global mempengaruhi
perkembangan ekonomi syariah, makanya penting penetapan hukum Islam
yang mendorong penggunaan ijma’. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi apakah I|jma’ masih memainkan peran dalam penetapan
fatwa-fawa praktik keuangan Islam kontemporer dan juga menyoroti praktik
litihad Jama'i dalam membentuk fatwa-fawa tersebut. Metode penelitian ini
menggunakan literature analysis untuk menggambarkan dan mengevaluasi
data dari berbagai sumber guna mencapai kesimpulan. Hasil penelitian
menunjukkan peran Ijma' tetap relevan dalam keuangan syariah,
menegakkan prinsip Syariah dan memberi legitimasi hukum di Indonesia
sesuai dengan kesepakatan ulama yang telah disahkan dalam bentuk
Fatwa DSN MUI. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI bisa dibagi
menjadi sembilan kategori, mulai dari perbankan, asuransi, pasar modal,
hingga pasar komoditas syariah. OJK mencatat sembilan jenis akad yang
digunakan dalam transaksi perbankan syariah, termasuk wadi‘ah,
mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lainnya. Sejak tahun 2000,
DSN-MUI telah mengeluarkan 156 fatwa, dan dari jumlah itu, 41 di
antaranya menggunakan ijma’ sebagai sumber hukum dalam
penentuannya. Dalam hal ini, diperlukan pendekatan hati-hati dalam



penerapannya di era modern dan memperkuat ljtihad Jama'i dan kolaborasi
antara ulama dan lembaga keuangan syariah untuk fatwa yang
komprehensif.

Kata kunci: Keuangan, Perbankan, [jma’

A. Pendahuluan

Ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang
signifikan. Hal ini karena pemerintah telah menunjukkan keseriusannya
dalam memajukan ekonomi Islam dengan sektor keuangan syariah menjadi
salah satu yang terbesar di Indonesia dengan pangsa sebesar 10,69%
terhadap keuangan nasional. Pertumbuhan aset keuangan syariah di
tingkat global juga diprediksi akan terus meningkat dalam beberapa tahun
mendatang. Menurut laporan Global Islamic Finance Report 2023, proyeksi
pertumbuhan aset keuangan syariah global mencapai 5,9% pada tahun
2026. Data ini menunjukkan tren positif ekonomi Islam yang terus
berkembang dari tahun ke tahun, baik secara global maupun di Indonesia
(GIEI, 2023).

Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia melaui peran krusial
keuangan syariah mengemuka sebagai manifestasi langsung dari prinsip-
prinsip ajaran Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Dalam hal
ini, pemerintah turut berperan didalamnya dengan berkontribusi
menyiapkan regulasi dan aturan yang menyangkut operasi pengembangan
ekonomi syariah. Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang No. 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan landasan hukum
yang kuat bagi pertumbuhan industri perbankan syariah nasional (Undang-
Undang Perbankan, 2008, him. 21).

Namun, dalam momentum pertumbuhannya, berbagai
permasalahan muncul yang bisa jadi sejalan dengan ekonomi Islam itu
sendiri, bahkan bisa jadi bertentangan. Adanya tantangan global juga
menjadi permasalahan (Belouafi & Belabes, 2014), seperti semakin
berkembangnya teknologi, artificial intelligence (Al), serta tantangan lainnya
yang turut mempengaruhi perkembangan ekonomi syariah. Hal ini akan

berdampak pada penetapan hukum-hukum Islam yang belum memiliki
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status yang jelas terhadap persoalan tersebut. Ketika persoalan-persoalan
ini muncul, ulama dan fugaha berupaya menjawabnya dengan
menggunakan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama. Meskipun Al-
Quran dan Hadis memberikan dasar yang kuat, terkadang tidak
memberikan jawaban yang rinci terhadap hukum tertentu. Inilah saat
dimana ulama dan fugaha menggunakan ijtihad, di antaranya dengan
metode Ijma’, sebagai alat untuk menjawab masalah-masalah baru yang
tidak terdapat petunjuk langsung dari Al-Qur'an dan Hadis (Dolah, 2015;
Pelu & Dakhoir, 2020; Qardhawi, 1998).

Dalam konteks inilah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) berperan penting dalam mendorong penerapan
ajaran Islam dalam bidang perekonomian dan keuangan melalui fatwa-
fatwa yang dikeluarkannya. ljma’ menjadi salah satu dasar hukum dalam
penetapan fatwa oleh DSN-MUI , mencerminkan peran kolaboratif para
ulama dalam menjawab persoalan-persoalan praktis dalam ekonomi
syariah (Abdulloh, 2023).

Studi-studi sebelumnya telah menyajikan tinjauan yang mendalam
terkait ljma’ dalam konteks keuangan Islam modern. Amin (2017) menyoroti
perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia sejak awal 1990-an
melalui ljma’, khususnya setelah Fatwa MUI pada tahun 2003 tentang
Kejahatan Bunga Bank yang memberikan dorongan signifikan bagi
perkembangan industri ini. Sementara itu, I. Cebeci (2012) menekankan
perubahan signifikan dalam penalaran hukum Syariah (ljma’) yang
dipengaruhi oleh perubahan kebutuhan sosial, faktor ekonomi, dan konteks
politik-hukum yang berubah (I. Cebeci, 2012; I. Cebeci, 2019).

Razak (2015) menyoroti sifat dan prinsip-prinsip utama dalam sistem
perbankan Islam serta perdebatan yang terus berlanjut di antara para ulama
dan akademisi. Penelitian yang dilakukan menyoroti pentingnya syirkah dan
perbedaan antara I|jma’ dengan konsep lainnya dalam keuangan Islam
(Sarpini, 2019, 2020). Sementara itu, ljma’ juga sudah banyak diterapkan
di berbagai masalah perekonomian lainnya, seperti studi oleh Sueb (2021)

menyoroti perbedaan antara pajak dan zakat serta konsekuensi hukumnya.
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Penelitian yang dilakukan oleh Taslima Julia & Zainab Belal Omar (2020)
dan Zaher & Kabir Hassan (2001) mengeksplorasi aspek keautentikan dan
praktik ljma’ dalam fatwa-fawa keuangan Islam kontemporer.

Studi oleh Majid dkk. (2023) mempertimbangkan penafsiran hadis
melalui ljma’ dan dampaknya dalam konteks hukum Islam di Indonesia,
sementara penelitian Tohari (2019) menyoroti keputusan ijtima’ ulama
terkait pemilihan politik dan pandangan mereka sesuai dengan konsep
fatwa dalam hukum Islam. Semua penelitian ini menyumbangkan wawasan
yang berharga dalam memahami aplikasi ljma’ dalam konteks keuangan
Islam modern, namun tetap menunjukkan keragaman pandangan dan
interpretasi terhadap konsep ini.

Namun, dalam diskusi kontemporer, muncul pertanyaan tentang
apakah praktik ljma’ masih relevan dalam penetapan hukum-hukum
ekonomi syariah pada masa kini. Hal ini menimbulkan keraguan terkait
dengan kesepakatan para mujtahid dalam periode tertentu, sebagaimana
menjadi syarat dalam Ijma’ klasik. Pertentangan pendapat antara ulama
juga terjadi mengenai kemungkinan ljma’ dalam bentuk klasik dapat terjadi
pada zaman sekarang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi apakah Ijma’ masih memainkan peran dalam penetapan
fatwa-fawa praktik keuangan Islam kontemporer dan juga menyoroti praktik
ljtihad Jama'i dalam membentuk fatwa-fawa tersebut.

B. Tinjauan Teoritis
1. ljma’

Definisi Ijma’ adalah kesepakatan para mujtahid (ahli hukum Islam)
dalam suatu masa tertentu terkait masalah hukum syariah setelah wafatnya
Nabi Muhammad SAW (Murodkhonov Muhammad Sodiq, 2022; Zin &
Sakat, 2019; ¥F & ZE, 2021). ljma’ terjadi saat para mujtahid sepakat
tentang suatu hukum dari peristiwva yang memerlukan ketentuan hukum.
Para mujtahid ini memiliki kualifikasi khusus, seperti pemahaman yang
mendalam terhadap al-Qur'an, hadis, ilmu ushul figh, dan lainnya. Mereka

dikelompokkan dalam tiga tingkatan: mujtahid mutlak, mujtahid muntasib,
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dan mujtahid mugayyad. Ijma’ hanya diakui jika dilakukan oleh semua
mujtahid yang memenuhi syarat (“9 Conclusions,” 2019; Abdulloh, 2023;
Bahrudin dkk., 2022; Dinata, 2021; Ghulam, 2018; Rahman & Tohari, 2022).

ljma’ terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW karena selama
beliau hidup, umat Islam bisa langsung bertanya tentang hukum syariah
kepadanya. Setelah beliau wafat, muncul permasalahan baru yang
memerlukan ijtihad (usaha menemukan hukum) dan ijma’ sebagai salah
satu metodenya (Mawardi, 2023; Zainuddin, 2022). Beberapa ulama
berpendapat bahwa ijma’ hanya terjadi pada zaman sahabat, sementara
yang lain mengakui ijma’ di setiap masa asalkan ada mujtahid.

Dalam upaya membuktikan bahwa ijma’, merupakan hujjah atau
landasan hukum dalam Islam, beberapa argumen diberikan oleh jumhur
ulama. Salah satunya adalah interpretasi terhadap beberapa ayat Al-Quran.
Ayat 115 Surah Al-Nisa dijadikan argumen bahwa jalan yang ditempuh oleh
orang-orang mukmin adalah jalan yang benar, sedangkan jalan lain adalah
batil. Dari sini diambil kesimpulan bahwa apa yang disepakati oleh ahli
ijtihad dari kalangan mukmin adalah jalan yang wajib diikuti dan tidak boleh
ditolak.

Selain itu, ayat 103 Surah Ali Imran yang menyerukan agar umat
Islam berpegang teguh pada agama Allah dijadikan argumen bahwa
menentang ijm&" berarti bertentangan dengan larangan untuk berpecah
belah, yang dianggap sebagai larangan yang tidak boleh dilanggar. Ayat 59
Surah Al-Nisa juga dijadikan dasar argumen bahwa patuh pada ulil amri
(orang-orang yang memiliki otoritas) setelah patuh pada Allah dan Rasul-
Nya berarti mematuhi ijma’, karena ulil amri termasuk ulama yang
berwenang dalam urusan agama.

Selain argumen dari Al-Quran, terdapat juga argumen dari hadis.
Beberapa hadis, seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, Imam Ahmad,
dan Imam Hakim, diinterpretasikan sebagai bukti bahwa umat Islam tidak
akan bersepakat atas kesesatan. Dari sini, jumhur ulama menyimpulkan

bahwa ijma"' merupakan hujjah yang harus diikuti dalam hukum Islam.

peley st Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah/Vol. 9, No. 2, 2024

831



Namun, ada juga kelompok yang menolak ijmé&’ sebagai hujjah. Al-
Nazam, sebagian Khawarij, dan Syi'ah merupakan beberapa kelompok
yang mengatakan bahwa ijma' bukanlah hujjah yang dapat diterima dalam
hukum Islam. Diskusi tentang validitas ijma’' sebagai hujjah merupakan
subjek perdebatan yang kompleks dalam pemahaman hukum Islam.
Beberapa kelompok menerima ijma’ sebagai otoritas yang penting dalam
menetapkan hukum, sementara yang lain menolaknya sebagai dasar
hukum yang kuat. Hal ini merupakan bagian dari perdebatan dan
keragaman pandangan di dalam dunia keilmuan Islam.

2. Konsep Ijma’ dalam Muamalah Kontemporer

ljma’ hanya berlaku untuk masalah hukum syariah, seperti hukum
ibadah dan muamalah. Kesepakatan di luar bidang ini tidak dianggap
sebagai ijma’. Namun, terdapat perdebatan terkait kehujjahan ijma’ sebagai
sumber hukum. Sebagian ulama melihatnya sebagai hujjah (landasan
hukum) yang kuat, sementara yang lain meragukan terjadinya ijma’ karena
sulitnya mengumpulkan para mujtahid dan perbedaan pandangan di
wilayah yang berbeda (Ghulam, 2018; Mahsun & Hakim, 2021; Makfiyati
dkk., 2022; Tunai, 2016). Penafsiran tentang ijma’ sering kali terkait dengan
mazhab tertentu dalam kitab-kitab figh. Namun, ada perbedaan pandangan
terkait keberadaan dan kekuatan hujjah ijma’ sebagai sumber hukum dalam
Islam.

Dalam pembahasan ini, konsep ijma diterapkan pada klasik dan
kontemporer. Dalam muamalah maliyyah klasik, ijma diterapkan pada
berbagai akad bisnis seperti jual-beli, kerjasama, dan sewa-menyewa,
sebagaimana diuraikan oleh Ibn al-Mundzir dalam kitab al-jma’. Sedangkan
dalam muamalah maliyyah kontemporer, ijma digunakan untuk
menegaskan larangan terhadap bunga bank, asuransi konvensional, dan
investasi reksadana konvensional (Abdulloh, 2023).

Dalam prosesnya, para ulama membentuk majelis atau forum
independen untuk mendiskusikan masalah hukum dan mencapai

kesepakatan mayoritas. Namun, ada pandangan bahwa ijma hanya
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mungkin terjadi pada masa sahabat Nabi, dan sulit diterapkan pada zaman
sekarang karena sulitnya memenuhi syarat-syarat klasiknya (Dinata, 2021).

Dalam muamalah kontemporer, prinsip-prinsip hukum Islam
diterapkan dalam isu-isu penting seperti larangan terhadap bunga bank,
asuransi konvensional, dan investasi reksadana konvensional. Melalui
konsep ijma, kesepakatan mayoritas ulama dari berbagai lembaga dan
forum ilmiah Islam, seperti Al-Azhar, Majma' al-Figh al-Islami, dan Majelis
Ulama Indonesia, menegaskan larangan terhadap bunga bank. Demikian
pula, terdapat konsensus dalam larangan terhadap asuransi konvensional
karena dianggap mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Investasi
dalam reksadana konvensional juga dilarang berdasarkan kesepakatan
para ulama. Dalam konteks muamalah kontemporer, konsep ijma
digunakan sebagai pijakan hukum yang didasarkan pada kesepakatan
ulama untuk mengatur transaksi keuangan agar sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah (Putra, 2021; Zainuddin, 2022).

Pada akhirnya, kesimpulannya adalah bahwa meskipun ulama klasik
berpendapat bahwa ijma hanya terjadi pada masa sahabat, masih ada
kemungkinan penerapan metode ijma dalam menanggapi persoalan hukum
kontemporer. Penggunaan media dan teknologi saat ini dapat
memungkinkan diskusi dan kesepakatan para mujtahid dari berbagai
belahan dunia untuk mencapai ijma dalam bidang hukum tertentu. Namun,
masih ada kelemahan dan tantangan dalam menerapkan ijma dengan
memanfaatkan media elektronik, seperti risiko penipuan dan kualitas

jawaban yang diberikan oleh orang yang mungkin bukan mujtahid.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan literature analysis yang mendalam yang
melibatkan deskripsi dan pemetaan semua informasi dari dokumen, buku,
artikel, serta sumber terkait lainnya yang signifikan dalam kajian literatur ini
(Bekkers & Wiepking, 2011; Firman, 2018; Taslima Julia & Zainab Belal
Omar, 2020). Dalam prosesnya, data-data ini diurai, dikaji, dan dievaluasi

secara menyeluruh guna memahami beragam perspektif yang ada.
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Melalui proses analisis yang teliti semua informasi ini
dikomprehensifkan dan dievaluasi untuk mendapatkan pemahaman yang
mendalam terhadap tema yang diteliti. Metode ini memungkinkan peneliti
untuk mengidentifikasi pola, tren, perbedaan, serta kesamaan dalam data
yang dihadapi. Hasil dari analisis ini kemudian digunakan sebagai dasar
untuk merumuskan kesimpulan yang solid dan terperinci, yang memberikan
ringkasan yang kuat tentang perbincangan yang diuraikan dalam literatur
yang diselidiki.

D. Hasil dan Pembahasan
1. Peran Ijma’ dalam Industri Keuangan Syariah

Hubungan antara Figh (hukum Islam) dan keuangan Islam
memainkan peran sentral dalam mengatur transaksi keuangan sesuai
dengan prinsip-prinsip Syariah. Keuangan Islam, yang berakar pada
perintah-perintah Qur'an, beroperasi dalam kerangka prinsip-prinsip
Syariah. Syariah, yang berasal dari Quran, Hadis, Ijma’, dan Qiyas,
membentuk infrastruktur panduan bagi seluruh sistem keuangan Islam.
Namun, sifat luas Syariah memerlukan deduksi dan aplikasi spesifik melalui
Usul-al-Figh untuk menciptakan penilaian hukum yang disebut sebagai
Figh. Figh mengategorikan tindakan ke dalam berbagai tingkatan validitas
dalam Islam, dari Halal hingga Haram. Di antara sumber-sumber Syariah,
ljima’ diakui oleh ahli hukum Islam, meskipun perdebatan masih ada
mengenai statusnya sebagai sumber primer atau sekunder.

Peran Ijma’ dalam keuangan Islam tetap menjadi subjek studi,
dengan pendapat yang bervariasi tentang kemungkinan penerapannya
dalam era modern setelah masa Sahabah. Beberapa mengkritik praktik
ljma’ karena jarangnya Mujtahid sekaliber Sahabah dan penyebaran
geografis, sementara para pendukung menegaskan kelayakannya, dengan
menekankan bahwa otoritasnya tidak terikat pada waktu dan berakar pada
Quran dan Sunnah.

Dalam konteks ini, menyoroti perlunya ljma’ dalam menyelesaikan

isu-isu kontemporer seperti keuangan Islam, di mana bukti langsung dari
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sumber-sumber utama mungkin kurang. Akibatnya, para sarjana
menganjurkan ljtihad kolektif, praktik di mana para ulama secara bersama-
sama menetapkan penilaian untuk kasus-kasus spesifik, dianggap penting
dalam keuangan Islam kontemporer meskipun berbeda dari ljma’ klasik
dalam hal keanggotaan dan sifat ketetapan penilaiannya.

ljma’' dipandang sebagai landasan hukum yang penting dalam
menegaskan larangan terhadap praktik keuangan yang bertentangan
dengan prinsip-prinsip syariah, seperti bunga bank, asuransi konvensional,
dan investasi reksadana konvensional. Tekstualnya menggambarkan
bahwa kesepakatan para ulama dari berbagai lembaga Islam, seperti
Majma' al-Figh al-Islami dan Majelis Ulama Indonesia, menjadi pijakan
untuk menetapkan prinsip-prinsip hukum dalam muamalah kontemporer.

Selain itu, ada perdebatan tentang kemungkinan terjadinya Ijma’
dalam konteks modern yang sering kali dihadapi dengan keragaman
pandangan dan interpretasi ulama. Kemajuan teknologi, tantangan global,
dan kompleksitas isu-isu ekonomi menimbulkan keraguan terkait
kemungkinan mencapai kesepakatan mayoritas dalam Ijma’' seperti yang
terjadi pada masa sahabat Nabi. Studi terkait [jma’ dalam konteks keuangan
Islam modern di Indonesia menyoroti pentingnya konsep ini dalam
menjawab persoalan-persoalan hukum yang berkembang, serta penerapan
ljma’' dalam mengeluarkan fatwa-fawa praktik keuangan Islam kontemporer,
serta bagaimana praktik ljtihad Jama'i menjadi alat penting dalam
membentuk fatwa-fawa tersebut.

Dalam industri keuangan syariah, peran Ijma’ menjadi landasan
penting dalam menetapkan prinsip-prinsip hukum yang mengatur praktik
keuangan sesuai dengan prinsip syariah. ljma' menjadi pijakan utama
dalam menegaskan larangan terhadap praktik yang dianggap bertentangan
dengan nilai-nilai Islam, seperti bunga bank, asuransi konvensional, atau
investasi reksadana yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kesepakatan
para ulama dari berbagai lembaga Islam, seperti Majma' al-Figh al-Islami
dan Majelis Ulama Indonesia, memainkan peran krusial dalam menegaskan

larangan-larangan ini.
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Konsep Ijma’ memberikan legitimasi hukum yang kuat dan menjadi
salah satu sumber utama dalam membentuk fatwa-fawa praktik keuangan
Islam kontemporer. Namun, peran Ijma’ juga menimbulkan tantangan,
terutama dalam konteks modern di mana mencapai kesepakatan mayoritas
ulama dari berbagai belahan dunia bisa menjadi sulit akibat keragaman
pandangan, kompleksitas isu-isu keuangan, serta kemajuan teknologi yang
mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Meskipun demikian, Ijma’
tetap menjadi fondasi yang signifikan dalam memandu praktik-praktik
keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah.

2. Pengunaan Iljma’ pada Fatwa DSN-MUI dalam Industri Keuangan
Syariah

Dalam keuangan Islam, terdapat tiga kategori utama industri
keuangan Islam, yaitu perbankan, pasar modal, dan Takaful. Dalam hal ini,
penelitian fokus pada industry perbankan. Ada mode-mode pembiayaan
yang umum digunakan seperti mudarabah, musharakah, ijarah,
murabahah, istisna, dan gard hassana yang telah dipraktikkan oleh Nabi
Muhammad SAW. Namun, banyak yang keliru memahami bahwa produk
Islam dan konvensional sama. Perbedaannya mendasar pada kontrak dan
tujuan untuk menghindari riba, gharar, maysir, dan barang terlarang serta
tekad untuk mengikuti aturan Al-Qur'an. Terdapat perbedaan pandangan
ulama mengenai validitas kontrak tertentu, namun beberapa negara Islam
berupaya menciptakan sistem keuangan Islam yang lebih matang. Dalam
hal ini, pentingnya kesepakatan ulama mengenai aturan-aturan tertentu
sangat diperlukan. Bagian selanjutnya akan mencoba mengidentifikasi
produk-produk dari semua kategori sistem keuangan era modern di mana
terdapat kesepakatan bulat para ahli hukum.

DSN-MUI dalam menetapkan fatwa, merujuk pada Al-Qur'an, sunah
(hadis), ijma’, giyas, dan dalil yang dianggap sahih. Sebelum penetapan
fatwa, mereka menyelidiki pendapat para imam mazhab dan ulama yang
terkemuka mengenai masalah yang dibahas, dengan teliti memeriksa dalil-
dalilnya. Aspek kemaslahatan umum (mashalih ammah) dan maqgasid

syariah selalu dipertimbangkan dalam proses penentuan fatwa. Fatwa yang
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dikeluarkan oleh DSN-MUI bisa dibagi menjadi sembilan kategori, mulai dari
perbankan, asuransi, pasar modal, hingga pasar komoditas syariah. OJK
mencatat sembilan jenis akad yang digunakan dalam transaksi perbankan
syariah, termasuk wadi'ah, mudharabah, musyarakah, murabahah, dan
lainnya. Sejak tahun 2000, DSN-MUI telah mengeluarkan 156 fatwa, dan
dari jumlah itu, 41 di antaranya menggunakan ijma’ sebagai sumber hukum
dalam penentuannya.

a. Akad Mudharabah terdapat 8 fatwa, yaitu : No. 115/DSN-MUI/1X/2017,
01/DSN-MUI/IV/2000, 02/DSN-MUI/IV/2000, 03/DSN-MUI/IV/2000,
07/DSN-MUI/IV/2000, 79/DSN MUI/IN/2011, 59/DSN-MUI/V/2007 dan
33/DSN-MUI/IX/2002.

b. Akad Musyarakah terdapat 4 fatwa, yaitu : No. 91/DSN-MUI/IV/2014,
114/DSN-MUI/1X/2017, 73/DSN MUI/X1/2008 dan 08/DSN-MUI/IVV/2000.

c. Akad Sewa menyewa/ ljarah terdapat 8 fatwa, yaitu : No.112/DSN-
MUI/IX/2017, 09/DSN-MUI/VI/2000, 56/DSN-MUI/V/2007, 41/DSN-
MUI//2004, 71/DSN-MUI/VI/2008, 72/DSN MUI/VI/2008, 76/DSN-
MUI/VI/2010)

d. Akad Murabahah 6 fatwa, yaitu : No.111/DSN-MUI/1X/2017, 110/DSN-
MUI/IX/2017, 04/DSN MUI/IV/2000, 119/DSN-MUI/11/2018, MUI/1V/2000,
122/DSN-MUI/11/2018, 05/DSN-MUI/1V/2000.

e. Akad salam terdapat 1 fatwa, yaitu : No.05/DSN-MUI/IV/2000

f. Akad Gadai/Rahn terdapat 4 fatwa, yaitu : No.25/DSN-MUI/111/2002,
26/DSN-MUI/INI/2002, 68/DSN MUI/IN/2008, 92/DSN-MUI/IV/2014.

g. Akad Wakalah terdapat 5 fatwa, yaitu : N0.152/DSN-MUI/VI/2022,
126/DSN-MUI/VII/2019, 127/DSN MUI/VII/2019, 95/DSN-MUI/VI11/2014,
10/DSN-MUI/IV/2000

h. Akad Hawalah terdapat 2 fatwa, yaitu : No0.12/DSN-MUI/VI/2000,
58/DSN-MUI/V/2007

i. Akad Al-Sharf terdapat 1 fatwa yaitu No.28/DSN-MUI/I11/2002

Produk perbankan Islam, seperti pendanaan, pembiayaan, dan jasa
merupakan produk penting dari bank-bank Islam. dalam konteks produk

perbankan Islam, [jma" atau kesepakatan para ulama dalam fatwa DSN-
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MUI telah menjadi landasan penting dalam penetapan aturan terkait
berbagai akad dalam keuangan Islam. Pada akad mudharabah, fatwa
Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 menekankan pentingnya panduan bagi
masyarakat dalam praktik bisnis, didukung oleh ijma’ para sahabat terkait
penyerahan harta anak yatim sebagai mudharabah. Begitu juga pada akad
jjarah, fatwa Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 memberikan panduan atas
dasar ijma' ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa.
Sementara pada akad murabahah, fatwa Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017
menetapkan aturan berdasarkan ijma’ mayoritas ulama tentang kebolehan
jual beli dengan cara murabahah yang diambil dari berbagai sumber
terpercaya seperti kitab karangan Ibnu Rusyd dan al-Kasani. Kesepakatan
ini memberikan landasan hukum yang konsisten dan terperinci dalam
praktik keuangan Islam.

Fatwa terkait akad Salam menetapkan bahwa jual beli barang
dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu melibatkan
pihak perbankan. Ijma' dalam fatwa ini merujuk pada Ibnul Munzir yang
menyatakan kesepakatan ulama mengenai kebolehan jual beli melalui
Salam, disertai argumen dari Al-Qur'an dan Hadis. Sementara pada akad
Musyarakah, fatwa Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 memberikan panduan
bahwa kesepakatan ulama atas kebolehan Musyarakah didasarkan pada
Ibn Qudamah dan al-Susiy yang mengakui keunggulan kerjasama dalam
berbagi keuntungan dan resiko. Pada akad Rahn, fatwa Nomor
92/DSNMUI/IV/2014 menyatakan kesepakatan para ulama tentang
kebolehan Rahn, merujuk pada kitab karangan Wahbah al-Zuhaili yang
menyatakan kesepakatan ulama tentang kebolehan Rahn sebagai jaminan
utang dalam keuangan Islam. Kesepakatan ini memberikan dasar yang
kokoh dalam implementasi praktik keuangan Islam, didukung oleh dalil-dalil
dari Al-Qur'an dan Hadis serta pandangan ulama terkemuka dalam bidang
ini.

Pada akad Hawalah, fatwa DSN-MUI mengizinkan pemindahan
utang ke pihak lain untuk membayar utang yang disepakati. ljma’ tentang

kebolehan akad Hawalah tidak diikuti dengan sumber rujukan tertentu
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dalam fatwa tersebut. Sementara pada akad Sharf (transaksi mata uang),
fatwa menegaskan bolehnya transaksi mata uang dengan syarat tertentu,
seperti tidak untuk spekulasi dan harus sesuai dengan nilai tukar yang
berlaku saat transaksi. Iljma’ tentang hal ini juga tidak merujuk pada sumber
tertentu dalam fatwa.

Dalam konteks pengambilan keputusan fatwa, Ijma’ dianggap
sebagai kesepakatan para mujtahid (ahli hukum Islam) setelah wafatnya
Nabi Muhammad Saw. Meskipun luasnya wilayah penyebaran umat Muslim
dan kompleksnya masalah yang dihadapi menyebabkan Ijma' cenderung
bersifat kedaerahan, pemahaman ini tetap menjadi landasan bagi fatwa
DSN-MUI dalam memenuhi kebutuhan transaksi mu’amalah maliyah
(transaksi keuangan) yang mengikuti prinsip Syariah. [jma’ menjadi bagian
integral dari konstruksi fatwa DSN-MUI yang ditempatkan setelah Al-Qur'an
dan Hadis dalam penetapan hukum.

3. Diskusi

Penelitian menunjukkan bahwa Ijma’ memainkan peran penting
dalam industri keuangan syariah, yang mempengaruhi praktik-praktik
keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Industri keuangan Islam,
yang berakar pada ajaran-ajaran Al-Qur'an, beroperasi dalam kerangka
prinsip-prinsip Syariah, membutuhkan panduan dari Ijma’ sebagai salah
satu dari empat sumber hukum utama Islam. Meskipun masih ada
perdebatan mengenai status ljma' sebagai sumber primer atau sekunder,
perannya tetap penting dalam menegakkan hukum-hukum keuangan
syariah.

Namun, ada perdebatan tentang kemungkinan penerapan [jma’
dalam konteks modern setelah masa Sahabah. Beberapa kritikus menyoroti
jarangnya mujtahid sekaliber Sahabah dan tantangan geografis dalam
mencapai kesepakatan universal. Namun, pendukung Ijma’ menekankan
bahwa otoritasnya tidak terbatas oleh waktu, dan ljma’ tetap relevan karena
berakar pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam praktiknya, Ijma' menjadi landasan hukum penting dalam

menegaskan larangan terhadap praktik keuangan yang bertentangan
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dengan prinsip-prinsip Syariah, seperti bunga bank, asuransi konvensional,
dan investasi reksadana konvensional. Kesepakatan para ulama dari
berbagai lembaga Islam menjadi pijakan bagi penetapan prinsip-prinsip
hukum dalam transaksi keuangan kontemporer.

Namun, tantangan muncul dalam mencapai kesepakatan mayoritas
dalam Ijma’ dalam konteks modern. Kemajuan teknologi, tantangan global,
dan kompleksitas isu-isu ekonomi menyebabkan keraguan terkait
mencapai kesepakatan universal seperti yang terjadi pada masa Sahabah.
Dalam menghadapi tantangan ini, praktik ljtihad Jama'i—kesepakatan
kolektif para ulama untuk menetapkan penilaian hukum dalam kasus-kasus
spesifik—menjadi penting dalam membentuk fatwa-fawa praktik keuangan
Islam kontemporer.

Dalam industri keuangan syariah di Indonesia, Ijma’ menjadi
landasan penting dalam penetapan prinsip-prinsip hukum yang mengatur
berbagai akad keuangan. Fatwa DSN-MUI, sebagai panduan utama dalam
industri keuangan Islam, merujuk pada Ijma' dalam beberapa
keputusannya, seperti pada akad Mudharabah, ljarah, Murabahah, Salam,
Musyarakah, Rahn, Wakalah, Hawalah, dan Al-Sharf. Namun, tidak semua
fatwa DSN-MUI merujuk pada Ijma’ untuk penetapan hukumnya.

Dengan demikian, Ijma’ tetap menjadi bagian integral dalam
konstruksi fatwa DSN-MUI dan menjadi fondasi yang signifikan dalam
menjawab persoalan-persoalan hukum yang berkembang dalam industri
keuangan Islam. Meskipun demikian, tantangan seperti keragaman
pandangan dan kompleksitas isu-isu ekonomi menimbulkan pertanyaan
terkait kemungkinan mencapai kesepakatan mayoritas dalam Ijma’ pada

zaman modern.

E. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian ini, kesimpulan yang dapat diambil adalah
bahwa peran Ijma' dalam penetapan fatwa-fawa praktik keuangan Islam

tetap relevan dalam industri keuangan syariah kontemporer. ljma' menjadi
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salah satu pilar utama dalam menegakkan prinsip-prinsip Syariah dalam
transaksi keuangan, memberikan legitimasi hukum yang kuat untuk praktik-
praktik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Implikasi dari penelitan ini adalah bahwa pentingnya
mempertahankan dan mengakui keberadaan Ijma' sebagai landasan
hukum dalam praktik keuangan Islam. Namun, dalam era modern,
tantangan terkait kesepakatan universal dan keragaman pandangan ulama
menjadi hal yang harus diatasi. Diperlukan pendekatan yang cermat dalam
penerapan ljma’ di tengah keragaman interpretasi dan pandangan terkait
isu-isu ekonomi, teknologi, dan keuangan.

Dari segi kebijakan, rekomendasi yang dapat diusulkan adalah
perlunya memperkuat praktik ljtihad Jama'i sebagai alat yang relevan dalam
pembentukan fatwa-fawa keuangan Islam. Ini memerlukan kolaborasi dan
dialog yang lebih intens antara para ulama dan institusi keuangan syariah

untuk mencapai kesepakatan yang lebih komprehensif.
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